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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
 Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 
dilihat pada table berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama  
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba b be 
ت ta t te 
ث sa s es (dengan titik diatas) 
ج Jim j je 
ح Ha h ha (dengan titik diatas) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d de 
ذ Zal z zet (dengan titik diatas) 
ز Ra r er 
ش Zai z zet 
س Sin s es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Sad s es (dengan titik diatas) 
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ض Dad d de (dengan titik diatas) 
ط Ta t te (dengan titik diatas) 
ظ Za z zet (dengan titik diatas) 
ع „ain „ Apostrop terbalik 
غ Gain g ge 
ف Fa f ef 
ق Qaf q qi 
ك Kaf k ka 
ل Lam l el 
و Mim m em 
ٌ Nun n en 
ً Wau w we 
ه Ha h ha 
ﺀ Hamzah ‟ apostrof 
ي ya y ye 
 
 Hamzah (ﺀ) yang sering dilambangkan alif, apabila terletak di awal 
kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, 
namun apabila terletak di tengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan 
tanda koma di atas (‟), berbalik dengan koma („), untuk pengganti lambang “ع”. 
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2. Vocal, Maddah (panjang), dan Syaddah (Tasydid) 
  Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan 
panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
 Vokal (a)  = â   misalnya ل ﻗا  menjadi qâla 
 Vokal (i)  =  î   misalnya ﻴﻗل  menjadi   qîla 
 Vokal (u)  =  û misalnya   د ً ٌ  menjadi   dûna 
  Khusus untuk bacaan ya‟nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan 
“î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy”, agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu, dan ya‟ setelah fathahditulis 
dengan “aw” dan “ay”. 
3. Ta’marbuthah (ة) 
 Ta‟marbûthahditranslitrasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah  
kalimat, akan tetapi apabila Ta‟marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, 
maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya menjadi atau 
apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan 
mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan tyang 
disambungkan dengan kalimat berikutnya. 
4. Kata Sandang dan lafdh al-jalâlah 
 Kata sandang berupa “al” (ل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali 
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafdh jalâlah yang berada di 
xiv 
 
tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah)maka dihilangkan. 
Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan... 
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan... 
3. Mâsyâ‟ Allâh kâna wa mâ lam yasya‟ lam yakun. 
4. Billâh „azzâ wa jalla. 
5. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia 
 Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis 
dengan menggunakan sistem transliterasi ini,akan tetapi apabila kata tersebut 
merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah 
terindonesiakan, maka tidak perlu ditulisdengan menggunakan system 
transliterasi ini. 
 
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singktan yang dibakukan adalah: 
SWT  = subhanahu wa ta „ala 
SAW  = sallallahu „alaihi wa sallam 
a.s  = „alaihi al-salam 
H  = Hijriah 
M  = Masehi 
SM   = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
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w.  = Wafat tahun 
QS…/…:4 = QS al- Baqarah/2: 4 
HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
Nama : Jasman 
NIM : 10100110018 
Judul : Tradisi Massorong Wai Dalam Prosesi akad Nikah Di Kecamatan 
Masalle Kabupaten Enrekang Perspektif Hukum Islam. 
 
Permasalahan dalam penelitian ini, terletak pada dua titik bahasan, yaitu : 
Alasan sebahagian besar masyarakat di Kecamatan Masalle masih melakukan tradisi 
Massorong Wai sebagai simbol perwalian dalam prosesi pernikahan. Kedua; 
Perspektif hukum Islam tentang tradisi Massorong Wai sebagai simbol perwalian 
yang masih tetap berlaku dalam masyarakat khususnya di Kecamatan Masalle. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
sosiologis atau concern-nya fokus pada struktur sosial yang berjalan dalam 
masyarakat. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kualitatif deskriptif, mendeskripsikan status fenomena dengan ungkapan kata-kata 
atau kalimat, kemudian dilakukan kategorisasi yang berindikasi pada kesimpulan. 
Ada dua media pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 
wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode pengolahan data melalui beberapa 
tahapan hingga menghasilkan data yang akurat, yaitu: editing, classifying, verifying, 
analyzing, concluding. 
Melihat beberapa penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang 
membahas tentang tradisi dalam perkawinan, namun esensi dari tiap penelitian  
sangat berbeda. Fokus bahasan dalam penelitian ini adalah mengenai tradisi 
Massorong Wai sebagai simbol perwalian dalam prosesi pernikahan, 
Data yang diperoleh peneliti dari berbagai informan memiliki dua persepsi, 
yaitu, Pertama: sebahagian besar yang pro terhadap tradisi Massorong Wai yaitu dari 
kalangan masyarakat Islam Tradisional. Masyarakat yang tetap menjalankan tradisi 
tersebut beralasan bahwa tradisi Massorong Wai tersebut tidaklah menambah dan 
mengurang ketentuan perwalian dalam agama Islam mengenai salah satu rangkaian 
dalam prosesi pernikahan. Adapun sebahagian kecil yang kontra, mereka yang 
mempertahankan tekstualitas ajaran agama, bahkan ada yang menganggap bahwa 
tradisi tersebut adalah bid‟ah menurut mereka karena menambahkan yang belum ada. 
Tradisi ini dapat ditoleransi dengan dalih bahwa tidak ada pertentangan 
dengan nash, dan mengacu pada kaidah fiqh tradisi dapat dijadikan dasar 
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(pertimbangan) hukum. Dan tradisi ini tetap sejalan dengan ajaran agama karena 
sesuai dengan ketentuan dalam pernikahan tentang perwalian. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) pasal 19 disebutkan “Wali 
nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai 
wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Selanjunya pasal 20 menyebutkan 
tentang dua macam wali nikah; pertama, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok 
yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari 
ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. Kedua, wali 
hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam 
beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan diantara para wali, 
wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena mati atau karena walinya „adhal/ 
enggan.
1
 Hal itu, sesuai dengan sabda Nabi tentang keharusan adanya wali dalam 
pernikahan.
2
 
Ada pendapat yang mengatakan bahwa fungsi wali nikah sebenarnya adalah 
sebagai wakil dari perempuan, sebenarnya wali tersebut tidak diperlukan apabila yang 
mengucapkan ikrar ijab adalah laki-laki. Namun dalam praktek selalu pihak 
                                                 
1
Anonim,Undang-undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi KHI Di Indonesia  
(Surabaya: Arkola), h.185-186. 
2Muhammad bin Isma‟il al-Kulani dan As-Shan‟ani, Subulussalam juz 3 (Bandung: 
Dahlan Press, 1059), h.117-118. Selanjutnya ditulis As-Shan‟ani. 
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perempuan yang mengucapkan ijab (Penawaran) sedangkan pengantin laki-laki 
mengucapkan ikrar qabul (Penerimaan), karena pada dasarnya wanita itu pemalu 
maka pengucapan ijab tersebut diwakilkan pada walinya, jadi wali disini hanya 
sekedar sebagai wakil karena yang paling berhak adalah perempuan tersebut.
3
 
Penting untuk diketahui bahwa seorang wali berhak mewakilkan hak 
perwaliannya itu kepada orang lain, meski orang tersebut tidak termasuk dalam daftar 
para wali. Hal itu biasa dilakukan ditengah masyarakat dengan meminta Tokoh 
Ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah. Untuk itu harus ada akad 
antara wali dengan orang yang diberi hak untuk mewakilinya. 
Dibolehkannya seseorang mewakilkan hak perwaliannya juga diatur dalam 
Kompilasi Hukum Islam pasal 28 mengatur tentang kebolehan wali nikah untuk 
mewakilkan hak walinya kepada orang lain. Pasal 29 juga memberi ruang kepada 
calon mempelai pria dimana dalam keadaan tertentu dapat mewakilkan dirinya 
kepada orang lain dengan syarat adanya surat kuasa dan pernyataan bahwa orang 
yang diberi kuasa adalah mewakili dirinya. 
Syarat sah orang yang boleh menjadi wakil wali ialah:
4
 
1. Laki-laki 
2. Baligh 
3. Merdeka 
                                                 
3
Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Dari 
Segi Hukum Perkawinan Islam ( Jakarta: Ind-Hillco,1985), h.214. 
 4Dr. H. Umiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 
2006), h.74 
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4. Islam 
5. Berakal ( tidak lemah akalnya). 
Orang yang menerima perwalian hendaklah melaksanakan perwalian 
(wakalah) itu dengan sendirinya sesuai dengan yang ditentukan semasa membuat 
perwalian itu karena orang yang menerima wakil tidak boleh mewakilkan pula 
kepada orang lain kecuali dengan izin memberi wakil atau bila diserahkan urusan itu 
kepada wakil sendiri seperti kata pemberi wakil; 
“Terserahlah kepada engkau ( orang yang menerima wakil) melaksanakan perwakilan 
itu, engkau sendiri atau orang lain”.5 
Maka ketika itu, boleh wakil berwakil pula kepada orang lain untuk 
melaksanakan perwalian itu. Wakil wajib melaksanakan perwalian menurut apa yang 
telah ditentukan oleh orang yang memberi wakil. Misalnya seorang berwakil 
kepadanya untuk mengawinkan perempuan itu dengan si A, maka wajiblah dia untuk 
mengawinkan perempuan tersebut dengan si A. Kalau wakil itu mengawinkan 
perempuan itu dengan si B, maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah. 
Demikianlah bidang kuasa wali adalah amat penting dalam perkawinan karena ia 
menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Oleh sebab itu setiap orang tua dan 
pengantin perempuan sebelum melakukan sesuatu perkawinan hendaklah meneliti 
dahulu siapa yang berhak menjadi wali mengikut tertib dan susunan wali. 
                                                 
5
Helmi Karim, Fiqh Mu‟amalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 19-
20. 
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Sekiranya orang tua tidak mengetahui tentang wali maka hendaklah 
berkonsultasi dengan orang yang mengetahui untuk mendapat penjelasan. Selain 
perwalian, akad nikah juga merupakan satu hal yang tidak bisa dikesampingkan, 
karena merupakan salah satu rukun nikah yang absolut. Akad nikah adalah perjanjian 
yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk 
ijab dan kabul. Ijab adalah penyerahan diri dari pihak yang pertama, sedangkan qabul 
adalah penerimaan dari pihak kedua.
6
 Ulama sepakat menempatkan ijab dan kabul itu 
sebagai rukun perkawinan. Demikian pula penjelasan didalam beberapa kitab fiqh, 
bahwa akad nikah bukan hanya sekedar perjanjian keperdataan biasa. Ia dinyatakan 
sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam Al-Qur‟an sebagai mitsaqan 
ghalizan yang mana perjanjian atau akad tersebut tidak hanya disaksikan oleh 
manusia, namun juga disaksikan oleh Allah SWT. 
Namun demikian, ketika kembali membahas tentang perwalian (wakalah), ada 
yang unik yang terjadi di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang dalam proses 
penyerahan wali, mereka masih melakukan apa yang pernah dilakukan pendahulu ( 
Nenek moyang ) mereka, seperti Massorong Wai atau penyerahan segelas air putih 
sebagai simbol penyerahan wali dari orang tua wanita kepada orang lain. Vitalitas 
jabatan wali yang cukup signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal 
terutama disaat prosesi akad nikah. Diberbagai tempat atau daerah, termasuk di Kec. 
Masalle Kab. Enrekang banyak praktek yang memperlihatkan hal ini. Wali lebih 
                                                 
6
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat 
dan Undang-undang Perkawinan (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 61 
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mempercayai orang lain untuk mewakilkan dirinya dalam prosesi akad tersebut dan 
terkadang lebih mengutamakan tokoh adat, Tokoh Agama atau Tokoh Masyarakat 
setempat. 
Berdasarkan realitas yang terjadi di masayarakat tersebut, maka lahirlah 
sebuah terminology wakalah wakil, atau muwakkil wali dalam suatu pernikahan. 
Wakalah itu berarti perlindungan (al-hifzh), pencukupan (al-kifayah), tanggungan 
atau suatu ikrar atau lapaz yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan (al-
dhaman), atau pendelegasian (al-tafwidh), yang diartikan juga memberikan kuasa 
atau mewakilkan. Demikian pengertian secara etimologinya. Namun, banyak variasi 
redaksi yang diberikan para Ulama berkaitan pengertian wakalah dalam pendekatan 
istilah atau syar‟i-nya. Namun, penulis cukup menyebutkan satu pengertian menurut 
istilah dari Sayyid Sabiq. Menurutnya, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh 
seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
7
 
Paparan diatas memberikan inspirasi kepada penulis untuk melakukan 
serangkaian penelitian yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. 
Perspektif hukum Islam tentang tradisi Massorong Wai dalam pernikahan di 
Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang sebagai simbol dari pada perwalian 
sangatlah menarik untuk kemudian diteliti. Karena dibalik keunikan tardisi tersebut 
terkadang mengandung polemik ditengah masyarakat yang mayoritas berpenduduk 
Islam. Atas perspektif hukum Islamlah tersebut, maka peneliti hendak mengetahui 
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dasar hukum Islam terkait tradisi Massorong Wai sebagai simbol dalam menyerahkan 
perwalian dan mengapa sebagian masyarakat setempat masih melakuakan tradisi 
tersebut. 
B. Rumusan Masalah 
 Yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif 
hukum Islam tentang tradisi Massorong Wai dalam prosesi akad nikah di Kecamatan 
Masalle Kabupaten Enrekang? Dari pokok masalah diatas selanjutnya peneliti 
merumuskan menjadi dua sub masalah, yaitu: 
1. Mengapa sebagian masyarakat yang ada di daerah tersebut masih melakukan tradisi 
Massorong Wai sebagai simbol perwalian pada saat pernikahan? 
2. Bagaimanakah perspektif hukum Islam tentang tradisi Massorong Wai yang ada di 
Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang? 
C. Defenisi Oprasional Dan Ruang Lingkup Penelitian 
Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penelitian ini, maka penulis 
akan memberikan pengertian dari beberapa kata yang terdapat dalam judul tersebut, 
yaitu: 
1. Hukum Islam 
 Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala aturan, norma 
atau kaedah yang bersumber dari Agama Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah 
maupun bidang muamalah. Berkaitan mengenai ibadah yakni dan tata cara manusia 
7 
 
berhubungan dengan Tuhan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi dan tidak 
boleh diubah-ubah. Ketentuannya telah diatur oleh Allah sendiri dan dijelaskan secara 
rinci oleh Rasul-Nya. Sedangkan mengenai muamalah dalam pengertian yang luas 
yakni ketetapan yang diberikan oleh Tuhan yang langsung berhubungan dengan 
kehidupan social manusia, terbatas pada pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi kalaupun 
ada, tidak pula terperinci seperti halnya dalam bidang ibadah. 
2. Tradisi 
 Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata turats yang berasal dari bahasa 
Arab yang terdiri dari unsur huruf wa-ra-tsa, yang dalam kamus klasik disepadankan 
dengan kata irts, wirts, dan mirats. Semuanya berasal dari bentuk masdar (verbal 
noun) yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari orang tuanya baik 
berupa harta maupun pangkat dan keningratan. 
Tradisi dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai adat atau kebiasaan turun 
temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.
8
 Istilah 
tradisi, biasanya secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, 
norma dan adat kebiasaan yang berbau lama, dan yang lama tersebut hingga kini 
masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelempok masyarakat tertentu.
9
 
3. Massorong Wai 
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 Massorong Wai yang dimaksud adalah tradisi penyerahan perwalian yang 
masih dilakukan oleh sebahagian besar masyarakat yang berdomisili didaerah 
Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang dengan simbol secangkir air putih jernih 
dan bersih. Dalam proses penyerahan tersebut masyarakatat menggunakan secangkir 
air putih bersih dan jernih yang belum dimasak. Air tersebut biasanya bersumber dari 
mata air pegunungan yang sering dikonsumsi masyarakat setempat. Massorong 
adalah memberikan sedangkan Wai atau wailino adalah air yang bermakna kesejukan, 
jadi Massorong Wai adalah pemberian kepercayaan dalam hal perwalian dengan 
menggunakan simbol dengan harapan agar kehidupannya kelak akan damai, sejuk, 
dan sejahtera. 
 Prosesnyanya dengan secangkir air dari orang tua calon mempelai wanita 
kepada orang lain namun biasanya diserahkan kepada Tokoh Agama atau Tokoh adat 
yang dituakan dalam daerah tersebut dan terkadang pula penghulu yang juga diberi 
kepercayaan orang tua calon mempelai wanita untuk menikahkan anaknya dangan 
harapan kehidupannya kelak menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. 
Namun pada hakikatnya makna dari pada simbol tersebut adalah perwalian (Al-
Wakalah) menurut bahasa Arab adalah At-Tafwidh (penyerahan) sebagaimana dalam 
bahasa Arab jika diungkapkan: Artinya:" Aku telah serahkan kepada Allah"  
Sedangkan menurut istilah adalah sebagai berikut:  
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Wakalah adalah penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri 
sebagian dari suatu tugas  yang biasa diganti, kepada orang lain, agar orang itu 
mengerjakannya semasa hidupnya.
10
 
Jadi, Massorong Wai adalah bentuk penyerahan perwalian menurut adat atau 
kebiasaan yang ada di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang yang selama ini 
masih dilakukan oleh sebagian masyarakat yang ada di daerah tersebut. 
Hukum berwakil ini sunnah, kadang-kadang menjadi wajib kalau terpaksa, 
haram kalau pekerjaan yang diwakilkan itu pekerjaan yang haram, dan makruh kalau 
pekerjaan itu makruh. 
 َِكن ََٰرَك ًَ  ًۡ َأ اًي ٌۡ َي َانِۡثَبن ْاٌُنَاﻗ ُۡۖۡىتِۡثَبن ۡىَك ُۡىيۡن ِّي ِٞمٓئَاﻗ َلَاﻗ ُۡۚۡىَينَۡﻴب ْاٌُنَٓءاََسَتِﻴن ُۡىي ََٰنۡثََعب
 َي َضَۡعب َف ُۡىتِۡثَبن ا ًَ ِب َُىهَۡعأ ۡىُكُّبَز ْاٌُنَاﻗ ۡۚ  و ٌۡ ْا ٌٓ ُثَعۡبٱ  ِهِر ََٰى ۡىُِكﻗِز ٌَ ِب ىُكَدََحأٓۦ  َىِنإ َِةنيِد ًَ ۡنٱ 
 اًدََحأ ۡىُِكب ٌَّ َسِعُۡشي َلَ ًَ  ۡفََّطَهَتﻴۡن ًَ  ُوۡن ِّي  قۡشِِسب ىُِكتَۡأﻴَۡهف اٗياََعط َٰىَكَۡشأ َٓايَُّيأ ُۡسظَنﻴَۡهف
٩١  
Terjemahannya : 
“Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara 
mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah 
kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah 
hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu 
berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota 
dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan 
yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah 
ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada 
seorangpun”.11 
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Dalam Islam, terdapat satu prinsip undang-undang Islam yang menyatakan: 
“Tiap-tiap sesuatu yang boleh seseorang  melaksanakan dengan sendirinya, maka 
diperbolehkan ia mewakilkan seuauatu itu pada orang lain. Menurut prinsip tersebut, 
telah sepakat Fuqaha bahwa setiap akad yang dapat dilakukan oleh seseorang yang 
mempunyai bidang kuasa, maka akad itu boleh juga ia wakilkan  kepada orang lain 
misalnya dalam akad nikah, jual beli, cerai, sewa dan lain-lain. 
Adapun rukun Wakalah atau perwalian adalah sebagai berikut:
12
  
1. Pemberi Kuasa (Al-Muwakkil) 
Para Fuqaha sependapat bahwa orang-orang yang mempunyai otoritas untuk 
mengatur dirinya itu boleh memberi kuasa. Seperti orang yang bepergian, orang sakit 
dan perempuan. Menurut Imam Malik, pemberian kuasa dari seorang lelaki yang 
sehat dan tidak bepergian itu boleh.
13
 Ulama yang memandang hukum dasarnya 
adalah bahwa tindakan orang lain tidak dapat mewakili tindakan yang lainnya kecuali 
apabila ada suatu tuntutan atau kebutuhan yang telah disepakati, maka mereka 
berkata, "Orang yang diperselisihkan perwakilannya tidak boleh melakukan 
perwakilan. 
2. Orang yang diberi kuasa (Al-Wakil) 
Syarat-syarat pemberian kuasa adalah orang yang tidak dilarang oleh syari'at 
untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Oleh karena 
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itu, Imam Malik, tidak sah memberi kuasa kepada anak di bawah umur dan orang 
gila. Dan memberi kuasa kepada wanita untuk melaksanakan akad nikah tidak sah 
menurut Imam Malik. Adapun menurut Syafi'i tidak secara langsung dan tidak pula 
dengan perantara, maksudnya ia mewakilkan kepada orang yang mengurusi akad 
pernikahannya. Dan menurut Malik dibolehkan dengan perantara laki-laki.
14
 
D. Kajian Pustaka 
Pembahasan ini membahas tentang “Perspektif Hukum Islam Tentang 
Tradisi Massorong Wai Dalam Prosesi Akad Nikah Di Kec. Masalle Kab. Enrekang. 
Setelah menelusuri berbagai refensi yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis 
menemukan beberapa buku, yaitu: 
1. Hukum Islam oleh Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H. buku ini membahas tentang 
Islam, hukum Islam, sumber asas-asas hukum Islam, sejarah pertumbuhan dan 
perkembangan hukum Islam, dan hukum Islam di Indonesia. Kelebihan dari buku ini 
adalah penjelasannya yang sangat terperinci tentang hukum Islam, baik sumber, asas 
mapun sejarah dan perkembangannya terutama di Indonesia, tapi keterbatasan dari 
buku ini adalah kurangnya pembahasan mengenai hukum secara luas contohnya tidak 
membahas mengenai hukum adat padahal hukum Islam yang berkembng di Indonesia 
ada yang sejalan namun ada juga yang bertentangan dengan hukum adat, sementara 
penduduk Indonesia yang mayoritas berpenduduk Islam namun masih memegang 
teguh hukum adat yang turun temurun. 
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2. Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-prinsip dan implementasi hukum di Indonesia) 
oleh Ilhami Bisri, SH. M.Pd tentang sistem hukum sebagai bagian dari sistem norma, 
hukum Indonesia sebagai sistem norma yang berlaku di Indonesia, sumber hukum 
Indonesia, sistem hukum di Indonesia yang didalamnya di bahas mengenai hukum 
kepidanaan, hukum perdata, hukum tata Negara, hukum internasional, hukum 
agrarian, hukum adat dan terakhir adalah hukum, perubahan, dan penegakannya. 
Kelebihan buku ini adalah pembahasan yang cukup luas tentang hukum yang ada di 
Indonesia bahkan juga membahas tentang hukum Internasional tapi terbatas pada 
hukum di Indonesia saja, tapi tidak membahas hukum Islam yang menjurus ke 
keperdataan yang notabenenya berlaku di Indonesia di lingkup pengadilan agama, 
buku ini hanya membahas keperdataan dalam lingkup pengadilan Negeri. 
3. Fiqh Munakahat oleh Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul 
Wahab Sayyed Hawwas. Buku ini membahas tentang seluk beluk pernikahan dalam 
Islam, peminangan, syarat dan rukun nikah, mahar dan kafa‟ah (persamaan) dalam 
pernikahan Islam, keharaman terjadinya pernikahan, batalnya pernikahan, hak dan 
kewajiban suami istri, perwalian, perceraian (talak) dan akibatnya, serta masalah 
iddah dan rujuk serta dalil-dalil dan ijtihad para fuqaha‟ (ahli fiqh). Karena untuk 
membahas lebih lanjut penelitian ini terlebih dahulu perlu dipahami perkawinan 
dalam Islam khususnya mengenai prosesi pelaksanaannya. Kelebihan dari buku ini 
yang kemudian penulis mengambil sebagai bahan referensi dalam penyusunan karya 
ilmiah ini adalah pembahasan yang lebih tentang hukum Islam khususnya di bidang 
perkawinan dan rincian dari pernikahan sangat mudah untuk dipahami, namun 
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terbatas pada pembahasan yang lebih luas mengenai pernikahan Adat, buku ini tidak 
banyak menjelaskan pernikahan diluar dari pernikahan yang ditetapkan oleh hukum 
Islam dan bagaimana kemudian penerapan dari hukum Islam tersebut. 
4. Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari 
Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI oleh Dr. H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari 
Akmal Tarigan, M. Ag. Buku ini membahas tentang perkembangan dan pergeseran 
konseptual hukum Islam, selain itu buku ini juga menyajikan sebuah studi serius 
tantang tema intri hukum perdata yaitu perkawinan, perceraian, pengasuhan anak, 
perwalian, pembatalkan perkawinan hingga hak dan kewajiban suami istri yang 
dikemas dalam analis kritis dan komparatif terhadap fikih, UU No. 1/1974 hingga 
kompilasi hukum Islam Indonesia. Kelebihan dari buku ini pembahasan tentang 
keperdataan yang cukup luas terutama di bidang perdata Islam, namun sangat terbatas 
pada kajian hukum yang umum dalam artian bahwa buku ini tidak membahas tentang 
pidana dan adat yang bisa dibandingkan untuk mendapatkan sebuah referensi baru 
dalam perumusan sebuah perspektif mengenai sebuah problem yang didahadapi 
dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak pernah jauh dari masalah yang berkaitan 
dengan hukum. 
 Dari beberapa buku di atas yang penulis jadikan sebagai referensi sudah 
berkaitan dengan masalah yang penulis angkat hanya saja dari beberapa buku itu 
tidak ada yang mebahas tentang hukum secara luas dan mengsinergikan antara hukum 
Islam, pidana, perdata dan adat. Namun masing-masing buku tersebut membahas 
sesuai lingkup kajian dari setiap judul yang kemudian menjadi objek kajiannya.  
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E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
Dalam penelitian ini ada dua hal penting yang ingin dicapai oleh peneliti, 
diantaranya yaitu: 
1. Ingin mengetahui alasan-alasan atas tradisi Massorong Wai yang masih dilakukan 
oleh sebagian masyarakat yang ada di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. 
2. Ingin memahami bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap tradisi 
Massorong Wai sebagai simbol perwalian dalam prosesi akad nikah. 
Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini ialah: 
1. Secara teoritis 
a. Peneliti ingin memberikan sumbangsi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan 
dalam menyikapi kenyataan yang terjadi dalam masyarakat yang tidak terdapat 
dalam hukum Islam ataupun bertentangan dengan hukum Islam. 
b. Dapat dijadikan peneliti selanjutnya sebagai dasar dan landasan dalam 
mengembangkan khasanah keilmuan yang terkait dengan hukum Islam. 
2. Secara praktis 
a. Sebagai acuan bagi masyarakat dalam menyikapi tradisi Massorong wai dalam 
prosesi perkawinan atau semisal dengannya. 
b. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Kecamatan Masalle tentang 
sikap hukum Islam terhadap tradisi Massorong Wai dalam prosesi akad nikah. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Hukum Islam 
1. Defenisi hukum Islam 
Hukum berasal dari bahasa Arab al hukm, artinya norma atau kaidah yakni 
tolak ukur, patokan, pedoman, yang dipergunakan untuk enilai tingkah laku atau atau 
perbuatan manusia dan benda. Sedangkan islam adalah sebuah ideology dan 
keyakinan yang didalamnya telah diatur oleh Allah SWT sebuah tata cara dalam 
menghubungkan manusia dengan-Nya dan manusia dengan manusia lainnya. Jadi 
hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Agama Islam dan menjadi bagian 
dari agama islam itu sendiri. Atau dengan kata lain hukum islam adalah seperangkat 
norma, kaidah atau aturan-aturan yang meningikat yang bersumber dari Allah SWT 
melalui ajaran Agama Islam namun ketika dilanggar maka sanki sudah menjadi 
ketentuan-Nya sebagai balasan.
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2. Ruang lingkup Hukum Islam 
Jika kita bandingkan hukum Islam bidang muamalah ini dengan hukum Barat 
yang membedakan antara hukum privat (hukum Perdata) dengan hukm public, maka 
sama halnyadengan hukum adat di tanah air kita, hukum Islam tidak membedakan 
antara hukum perdata dengan hukum publik. Ini disebabkan karena menurut system 
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hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik 
juga terdapat segi-segi hukum perdata. 
Itulah sebabnya dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua hukum itu, yang 
disebutkan adalah bagian-bagiannya saja seperti misalanya munakahat, mu‟amalat, 
jinayat, khilafah, dan mukhasamat (H.M Rasjidi, 1971:25) 
B. Tradisi 
Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata turats yang berasal dari bahasa 
Arab yang terdiri dari unsur huruf wa-ra-tsa, yang dalam kamus klasik disepadankan 
dengan kata irts, wirts, dan mirats. Semuanya berasal dari bentuk masdar (verbal 
noun) yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari orang tuanya baik 
berupa harta maupun pangkat dan keningratan. 
Tradisi dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai Adat atau kebiasaan 
turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.
16
 
Istilah tradisi, biasanya secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu 
nilai, norma dan adat kebiasaan yang berbau lama, dan yang lama tersebut hingga 
kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelempok masyarakat 
tertentu.
17
 
Tradisi dianggap sama dengan adat istiadat. Ada juga yang menganggap 
sebagai kebudayaan, akan tetapi tradisi bukanlah kebuadayaan. Karena kebudayaan 
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itu bermakna lebih luas dan umum,  sedangkan tradisi bermakna lebih khusus. Tradisi 
juga diartikan sebagai kebiasaan turun temurun. Sebuah warisan dari leluhur yang 
masih dipegang erat dalam suatu masyarakat.
18
 
C. Massorong Wai 
Massorong Wai adalah tradisi penyerahan perwalian dengan simbol secangkir 
air putih. Dalam proses penyerahan tersebut masyarakatat menggunakan secangkir air 
putih bersih dan jernih yang belum dimasak. Air tersebut biasanya bersumber dari 
mata air pegunungan yang sering dikonsumsi masyarakat setempat. Massorong 
adalah memberikan sedangkan Wai atau wailino adalah air yang bermakna kesejukan, 
jadi Massorong Wai adalah pemberian kepercayaan dalam hal perwalian dengan 
menggunakan simbol dengan harapan agar kehidupannya kelak akan damai, sejuk, 
dan sejahtera. Prosesnyanya dengan secangkir air dari orang tua calon mempelai 
wanita kepada orang lain namun biasanya diserahkan kepada Tokoh Agama atau 
Tokoh adat yang dituakan dalam daerah tersebut dan terkadang pula penghulu yang 
juga diberi kepercayaan orang tua calon mempelai wanita untuk menikahkan anaknya 
dangan harapan kehidupannya kelak menjadi keluarga sakinah, mawaddah, 
warahmah. 
Namun pada hakikatnya makna dari pada simbol tersebut adalah perwalian 
(Al-Wakalah) menurut bahasa Arab adalah At-Tafwidh (penyerahan) sebagaimana 
dalam bahasa Arab jika diungkapkan: Artinya:" Aku telah serahkan kepada Allah" 
Sedangkan menurut istilah adalah Wakalah adalah penyerahan sesuatu oleh seseorang 
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yang mampu dikerjakan sendiri sebagian dari suatu tugas  yang biasa diganti, kepada 
orang lain, agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya.
19
 
Jadi, tradisi Massorong Wai adalah sebuah kebiasaan sebagai bentuk 
penyerahan perwalian dalam prosesi akad nikah menurut adat atau kebiasaan yang 
ada di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang yang selama ini masih dilakukan 
oleh sebagian masyarakat yang ada di daerah tersebut.  
D. Perwalian 
1. Pengertian wali dalam pernikahan 
Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-Wali dengan 
bentuk jamak Auliyaa yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan 
menurut istilah, kata “wali” mengandung pengertian orang yang menurut hukum 
(agama, adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu 
dewasa; pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu 
yang melakukan akad nikah dengan pengantin pria).
20
 Wali dalam nikah adalah yang 
padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya (wali).
21
 
Menurut Amin perwalian dalam literatur fiqh Islam disebut dengan Al-
walayah atau Al-Wilayah seperti kata ad-dalalah yang juga disebut ad-dilalah. Secara 
etimologis mengandung beberapa arti yaitu cinta (al-mahabbah) dan pertolongan (an-
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nashrah) atau bisa juga berarti kekuasaan atau otoritas. Seperti dalam ungkapan al-
wali yakni orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus sesuatu.
22
 Perwalian 
dalam istilah Fiqh disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Yang 
dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada 
seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.
23
 Dalam Fiqh Sunnah 
di jelaskan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada 
orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, wali ada yang khusus dan ada yang 
umum. Wali khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.
24
 
Menurut Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah 
seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.40 
Wali yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang 
melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
25
 Perwalian dalam perkawinan 
adalah suatu kekuasaan atau wewenang Syar‟i atas segolongan manusia yang 
dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang 
yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.
26
 Dari uraian diatas dapat dipahami 
bahwa yang dimaksud wali nikah adalah orang yang mewakili perempuan dalam hal 
melakukan akad pernikahan, karena ada anggapan bahwa perempuan tersebut tidak 
mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang kurang cakap dalam 
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mengungkapkan dan mengutarakan keinginannya sehingga dibutuhkan seorang wali 
untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan. 
Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa wali 
dalam pernikahan adalah orang yang melakukan akad nikah mewakili pihak 
mempelai wanita, karena wali merupakan rukun nikah, dan prosesi akad nikah yang 
dilakukan tanpa adanya seorang wali dinyatakan batal. 
2. Syarat-syarat wali 
Wali bertanggung jawab atas sahnya suatu akad pernikahan, karena perwalian 
itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian 
dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima 
menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. 
Adapun syarat syarat menjadi wali sebagai berikut:
27
 
a. Islam. Orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi wali atau saksi. 
b. Baligh. Orang tersebut sudah pernah bermimpi junub/ihtilam (keluar air 
mani), atau ia sudah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun. 219 (KHI). 
c. Berakal. Orang gila dan anak-anak tidak sah menjadi wali, karena orang yang 
tidak berakal pasti tidak akan mampu melakukannya dan tidak dapat mewakili 
orang lain, sehingga orang lain lebih berhak menerima perwalian tersebut. 
Baik orang yang tidak berakal itu karena keberadaannya yang masih kanak-
kanak atau karena hilang ingatan atau karena faktor lanjut usia. 
                                                 
27
Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam ( Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2001), h. 384 
21 
 
d. Merdeka. Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan perwalian budak. 
Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang budak tidak mempunyai hak 
perwalian, baik atas dirinya sendiri atau orang lain. Sedangkan ulama 
Hanafiah mengemukakan bahwa seorang wanita boleh dinikahkan oleh 
seorang budak atas izinnya, dengan alasan bahwa wanita itu dapat 
menikahkan dirinya sendiri.46 Laki-laki. Seorang perempuan tidak boleh 
menjadi wali dalam pernikahan, berdasarkan hadits Nabi yang artinya: 
Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain dan jangan pula 
seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri (H.R.Ibnu Majah dan 
Daruquthni dan para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya) 
Dalam hadits tersebut terkandung dalil bahwa wanita tidak mempunyai 
kekuasaan untuk menikahkan dirinya dan menikahkan orang lain. Namun 
menurut Imam Abu Hanifah, ia berpendapat bahwa wanita yang berakal dan 
baligh boleh mengawinkan dirinya sendiri dan mengawinkan anak 
perempuannya yang di bawah umur serta mewakili orang lain. Namun 
demikian, jika dia menyerahkan dirinya kepada laki-laki yang tidak sekufu 
dengannya, maka para wali berhak menentangnya. Berbeda halnya dengan 
pendapat Imam Malik yang tidak mengeneralkan semua perempuan, akan 
tetapi hanya terbatas pada golongan rendah saja (bukan bangsawan) karena 
menurutnya perempuan bangsawan tidak diperbolehkan. 
e. Adil, Ulama berbeda pendapat tentang kedudukan adil sebagai persyaratan 
bagi wali antara lain: 
22 
 
1) Bagi ulama mensyaratkan wali harus adil, maka berdasarkan pada Hadits 
Nabi yang artinya ”tidak ada pernikahan kecuali dengan wali yang 
memberikan bimbingan dan dua orang saksi yang adil” pendapat yang 
pertama ini disepakati oleh beberapa Ulama fiqh terkemuka seperti Imam 
Ahmad, Imam Syafi‟i, Imam Malik dan orang-orang yang sependapat 
dengannya. 
2) Bagi ulama yang tidak mensyaratkan wali harus adil, mereka berdasarkan 
pada suatu riwayat Mutsanna bin Jami‟, dia menukil bahwa dia pernah 
bertanya pada Ahmad, jika orang menikah dengan wali yang fasik dan 
beberapa saksi yang adil, maka Ahmad berpendapat bahwa hal tersebut 
tidak membatalkan pernikahan, itu pula yang menjadi pendapat Imam 
Malik dan Abu Hanifah serta salah satu pendapat Syafi‟i. 
Sejalan dengan pendapat kedua diatas, apa yang dikemukakan oleh Imam Al-
Baijury, bahwa yang disyaratkan adil adalah kedua saksi, bukan persyaratan bagi 
wali, karena menurutnya marji‟u dhamirnya kembali pada lafad syahidain.28 Hal ini 
diperkuat oleh endapat Sayyid Sabiq yang mengemukakan bahwa bahwa seorang 
wali tidak disyaratkan adil.oleh karna itu seorang yang durhaka tetap tidak kehilangan 
haknya untuk menjadi wali dalam perkawinan kecuali kedurhakaannya melampaui 
batas-batas kesopanan yang berat.Bahkan dalam KHI diringkas hanya menjadi empat 
persyaratan bagi wali,sebagaimana tercantum dalam pasal 20 ayat 1 yang berbunyi 
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“yang betindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat 
hukum islam yakni muslim, Aqil dan baligh”.29 
3. Kedudukan Wali sebagai salah satu rukun nikah 
Wali adalah rukun dari beberapa rukun pernikahan yang lima, dan tidak sah 
nikah tanpa wali laki-laki. Dalam KHI pasal 19 menyatakan wali nikah dalam 
perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang 
bertindak untuk menikahkannya. 
Sementara makna perwalian dalam konteks hukum dan kajian ini adalah 
perwalian sebagaimana terdapat dalam Pasal 50-54 UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 
107-112 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perwalian adalah 
“sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau 
atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu melakukan 
perbuatan hukum”.30 
Wali bertanggung jawab atas sahnya suatu akad pernikahan, karena perwalian 
itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian 
dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima 
menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. 
Adapun syarat syarat menjadi wali sebagai berikut:
31
 
a. Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi. 
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b. Baligh. Orang tersebut sudah pernah bermimpi junub/ihtilam (keluar air 
mani), atau ia sudah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun. 219 (KHI). 
c. Berakal. Orang gila dan anak-anak tidak sah menjadi wali, karena orang yang 
tidak berakal pasti tidak akan mampu melakukannya dan tidak dapat mewakili 
orang lain, sehingga orang lain lebih berhak menerima perwalian tersebut. 
Baik orang yang tidak berakal itu karena keberadaannya yang masih kanak-
kanak atau karena hilang ingatan atau karena faktor lanjut usia. 
d. Merdeka. Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan perwalian budak. 
Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang budak tidak mempunyai hak 
perwalian, baik atas dirinya sendiri atau orang lain. Sedangkan ulama 
Hanafiah mengemukakan bahwa seorang wanita boleh dinikahkan oleh 
seorang budak atas izinnya, dengan alasan bahwa wanita itu dapat 
menikahkan dirinya sendiri. Laki-laki. Seorang perempuan tidak boleh 
menjadi wali dalam pernikahan, berdasarkan hadits Nabi yang artinya: 
Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain dan jangan pula 
seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri (H.R.Ibnu Majah dan 
Daruquthni dan para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya).  
 Dalam hadits tersebut terkandung dalil bahwa wanita tidak 
mempunyai kekuasaan untuk menikahkan dirinya dan menikahkan orang lain. 
Namun menurut Imam Abu Hanifah, ia berpendapat bahwa wanita yang 
berakal dan baligh boleh mengawinkan dirinya sendiri dan mengawinkan anak 
perempuannya yang di bawah umur serta mewakili orang lain. Namun 
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demikian, jika dia menyerahkan dirinya kepada laki-laki yang tidak sekufu 
dengannya, maka para wali berhak menentangnya. Berbeda halnya dengan 
pendapat Imam Malik yang tidak mengeneralkan semua perempuan, akan 
tetapi hanya terbatas pada golongan rendah saja (bukan bangsawan) karena 
menurutnya perempuan bangsawan tidak diperbolehkan. 
e. Adil, Ulama berbeda pendapat tentang kedudukan adil sebagai persyaratan 
bagi wali antara lain: 
a) Bagi ulama mensyaratkan wali harus adil, maka berdasarkan pada Hadits 
Nabi yang artinya ”tidak ada pernikahan kecuali dengan wali yang 
memberikan bimbingan dan dua orang saksi yang adil” pendapat yang 
pertama ini disepakati oleh beberapa Ulama fiqh terkemuka seperti Imam 
Ahmad, Imam Syafi‟i, Imam Malik dan orang-orang yang sependapat 
dengannya. 
b) Bagi Ulama yang tidak mensyaratkan wali harus adil, mereka berdasarkan 
pada suatu riwayat Mutsanna bin Jami‟, dia menukil bahwa dia pernah 
bertanya pada Ahmad, jika orang menikah dengan wali yang fasik dan 
beberapa saksi yang adil, maka Ahmad berpendapat bahwa hal tersebut 
tidak membatalkan pernikahan, itu pula yang menjadi pendapat Imam 
Malik dan Abu Hanifah serta salah satu pendapat Syafi‟i. 
Demikianlah syarat-syarat wali yang dikemukan oleh para Ulama, karena 
begitu pentinya peranan wali dalam sebuah pernikahan sehingga tidak sah nikah 
seseorang tanpa adanya wali yang mewakilinya. Dan sangat jelas bahwa rukun nikah 
26 
 
yang diantaranya adalah wali yang harus diketahui oleh orang tua atau tokoh Agama 
yang sering berbenturan langsung dengan masyarakat agar sekiranya perkara wali 
tidak lagi menjadi persoalan dalam setiap prosesi pernikahan terkhusus masyarakat 
yang berada di sekitaran Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. 
4. Fungsi wali dalam pernikahan. 
Dari beberapa rukun dalam perkawinan menurut Hukum Islam, wali nikah 
adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Syafi`i tidak sah 
nikah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan sedangkan untuk pihak laki-laki tidak 
diperlukan adanya wali nikah. Pendapat lain mengatakan bahwa fungsi wali nikah 
sebenarnya adalah sebagai wakil dari perempuan, sebenarnya wali tersebut tidak 
diperlukan apabila yang mengucapkan ikrar ijab adalah laki-laki. Namun dalam 
praktek selalu pihak perempuan yang mengucapkan ijab (penawaran) sedangkan 
pengantin laki-laki mengucapkan ikrar qabul (penerimaan), karena pada dasarnya 
wanita itu pemalu maka pengucapan ijab tersebut diwakilkan pada walinya, jadi wali 
di sini hanya sekedar sebagai wakil karena yang paling berhak adalah perempuan 
tersebut. 
Dari pendapat di atas menjelaskan bahwa fungsi wali adalah sebagai 
pengganti dari perempuan yang akan melangsungkan akad nikah, akan tetapi yang 
berlaku pada masyarakat di jazirah Arab pada waktu awal Islam, wali dapat 
menikahkan anak perempuanya tanpa melalui izin anak perempuan yang akan 
dinikahkan, ketika Islam datang praktek menikahkan tanpa persetujuan dari anak 
perempuan kemudian dilarang oleh Nabi Muhammad. 
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5. Hikmah wali dalam pernikahan. 
Hikmah disyari`atkanya wali dalam pernikahan disebabkan dalam Islam 
hubungan anak dengan orang tua harus tetap terjaga jangan sampai terjadi perpecahan 
sampai anak tersebut memiliki rumah tangga sendiri, penyebab perpecahan tersebut 
sering terjadi karena calon suami dari anak perempuan tersebut tidak direstui oleh 
orang tua, oleh sebab itu ketika seorang perempuan mencari calon suami perlu adanya 
perantara dari wali supaya dikemudian hari tidak terjadi permasalahan dengan 
walinya. 
Hikmah wali dalam pernikahan juga disebabkan karena perempuan jarang 
berteman dengan laki-laki, jadi wajar kalau perempuan tersebut tidak begitu paham 
tentang tabiat seorang laki laki maka agar perempuan tersebut tidak tertipu oleh 
seorang laki-laki dibutuhkanlah seorang wali, karena wali lebih tahu tentang tabiat 
seorang laki-laki sebab sering bergaul dengan mereka atau karena sesama lelakinya, 
jadi lebih paham mana laki-laki yang baik dan tidak baik.
32
 
Hikmah yang terkandung dibalik keharusan adanya wali dalam pernikahan 
sebenarnya lebih ditekankan pada permasalahan kecocokan antara calon suami 
dengan keluarga perempuan, maksudnya adalah jika hubungan antara calon suami 
mulai awal tidak disetujui oleh wali maka selanjutnya bagi keluarga anak perempuan 
dengan keluarga orang tua akan mengalami permasalahan, padahal dalam Islam 
sangat ditekanan masalah silaturrahmi, permasalahan di atas bisa dicegah manakala 
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dalam proses perkawinan wali ikut di dalamnya, apabila dikemudian hari ada 
permasalahan, wali juga akan membantu menyelesaikan perkara tersebut karena sejak 
awal wali dilibatkan dalam perkawinannya. 
6. Landasan Hukum Perwalian 
Adapun landasan hukum mengenai perwalian, dapat dibagi dalam beberapa 
kategori, diantara: 
a. Landasan hukum menurut syari‟i 
 Dalam menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, Islam merujuk 
kepada firman Allah SWT mengenai pentingnya pemeliharaan terhadap harta, 
terutama pemeliharaan terhadap harta anak yatim yang telah ditinggalkan oleh orang 
tuannya. Dalam hal ini Allah berfirman: 
                              
             
 
Terjemahannya: 
“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, 
janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangalah kamu 
makan harta mereka bersama hartamu, sungguh (tindakan menukar dan 
memakan) itu adalah dosa yang besar”.33 
 
Ayat ini menjadi suatu landasan dalam memelihara harta anak yatim yang 
telah ditinggalkan orang orang tuanya atau ahli warisnya. Dimana dalam ayat tersebut 
secara jelas menyatakan mengenai pemeliharaan dan perlindungan terhadap harta 
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sampai mereka telah cakap dalam pengelolaannya (dewasa). Artinya jika anak-anak 
yatim tersebut belum cakap hukum, maka pengelolaan harta tersebut harus dijaga dan 
dipelihara oleh walinya. Hal ini sebagaimana kemudian dijelaskan pada ayat 
berikutnya. Allah SWT berfirman: 
                                    
                               
                                    
 
Terjemahannya: 
 “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. 
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara 
harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu 
memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) 
tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara 
pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan 
harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu 
menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada 
mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai 
pengawas”.34 
 
Selain adanya perintah untuk menjaga anak yatim tersebut, baik dalam 
konteks penjagaan jiwa dan perkembangan mereka, juga penjagaan terhadap harta 
mereka. Dan Allah sangat murka jika orang yang kemudian menjadi wali tidak dapat 
menjaga dan memelihara harta tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT: 
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Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Semarang: CV.AsySifa, 
2012), h. 62 
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                      
           
Terjemahannya: 
 “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, 
sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke 
dalam api yang menyala-nyala (neraka)”.35 
 
Selain itu, dalam berbagai hadist Nabi Muhammad Saw, juga telah 
menjelaskan mengenai ketentuan dan dasar hukum mengenai perwalian. Nabi saw 
bersabda: “Jauhilah oleh kalian tujuh macam dosa yang membinasakan, para sahabat 
bertanya, “Apa sajakah dosa-dosa itu ya Rasulullah?” Beliau menjawab: “ 
Mempersekutukan Allah, Sihir, Membunuh Jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali 
dengan alasan yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan 
perang, menuduh berzina wanita mukmin yang memelihara kehormatannya”.36 
Di dalam hadis lain Rasulullah juga menyatakan tentang kedudukan hukum 
tentang perwalian. Nabi saw bersabda yang artinya: “Sesungguhnya Nabi saw 
memutuskan wali bagi anak perempuan Hamzah kepada saudara perempuan ibunya, 
beliau bersabda: “Saudara perempuan ibu menempati kedudukan ibu” (HR. Bukhari). 
Inilah landasan hukum dalam Al-Quran dan hadis Nabi saw mengenai perwalian 
dalam Islam. 
b. Landasan Hukum Menurut KHI dan UU No.1 Tahun 1974 
                                                 
35
Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Semarang: Asy Sifa, 2012), 
h. 63 
36
HR Abu Hurairah, Ringkasan Shahih Bukhari – Muslim (Nashiruddin Al-Bani, 
2008). Jilid III. 
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Selain Al-Qur‟an dan hadis sebagai landasan ketentuan mengenai perwalian. 
Dalam konteks sistem hukum Indonesia, landasan tersebut juga telah diadopsi dalam 
KHI (Kompilasi Hukum Islam), landasan hukum terhadap perwalian tersebut, diatur 
dalam BAB XV mengenai perwalian. Pada Pasal 107 ayat (1-4) dinyatakan bahwa: 
1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum berumur 21 tahun dan atau 
belum pernah melangsungkan perkawinan. 
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan. 
3. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas 
perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang 
kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. 
4. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain 
yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau 
badan hukum.” 
3. Perkawinan 
5. Defenisi Perkawinan 
Nikah berasal dari bahas arab yaitu nakaha dan sinonimnya adalah tazawwaja 
yang artinya menikah. Sedangkan menurut bahasa kata nikah berarti adhdhammu 
watadaakhul yaitu memasukkan. Dalam kitab Subulussalam kata nikah diartikan 
addhammu wal jam‟u yang berarti berkumpul. Sedangkan menurut fiqih, nikah 
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berarti suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan 
memakai kata-kata nikah atau tazwij.
37
 
Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan 
oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Allah SWT berfirman: 
                           
      
Terjemahannya: 
“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari 
apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak 
mereka ketahui.
38
 
 
Dan firman Allah juga dalam Al-Quran: 
                  
Terjemahannya: 
“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat 
kebesaran Allah.
39
 
 
Begitulah kehendak Allah SWT dalam segala ciptaan-Nya, dari jenis manusia, 
hewan maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah 
SWT untuk mahluknya dalam rangka melestarikan hidupnya dan berkembang biak, 
sehingga menjamin kesinambungan jenis masing-masing, terus menerus sampai saat 
akhir yang dikehendaki oleh-Nya. 
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Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam ( Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11-12. 
38Kementrian Agama RI,  Al-Quran dan Terjemahannya (Semarang: CV. Asy Sifa, 
2012), h. 353 
39Kementrian Agama RI,  Al-Quran dan Terjemahannya (Semarang: CV. AsySifa, 
2012), h. 417 
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Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup 
bebas mengikuti nalurinya dengan sebebas-bebasnya dan berhubungan antara jantan 
dan betina secara anargik atau tampa aturan, akan tetapi untuk menjaga kehormatan 
dan martabat manusia, maka Allah mengadakan hukum yang sesuai dengan martabat 
tersebut, karena manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan oleh 
Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. 
Allah telah menetapkan adanya aturan main yang aman dan sempurna, yang 
menjaga kemuliaannya dan memelihara kehormatannya yaitu dalam sebuah lembaga 
yang dikenal sebagai “perkawinan”, dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, 
orang tidak boleh berbuat semaunya karena Allah tentu tidak membiarkan manusia 
berbuat semaunya seperti binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut 
seleranya, atau seperti tumbuhan yang kawin dengan perantaraan angin. Allah telah 
memberikan batas dengan peraturan-peraturan-Nya, yaitu dengan syari‟at yang ada 
dalam Al-qur‟an dan Sunnah rasul-Nya dengan hukum-hukum perkawinan, misalnya 
mengenai perwalian sebagai bagian dari rukun pernikahan dan sebagainya. 
6. Makna Pernikahan 
Adapun makna pernikahan itu, secara definitif masing-masing para Ulama 
fiqh mendefinisikan tentang makna dari pada pernikahan itu antara lain sebagai 
berikut:
40
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Muhammad Jawwad Mughniyah, “Al-Fiqhu „Ala Al-Madzahibil Al-Khamsah”, 
Diterjemahkan Masykur A.B, Afifmuh, dan Idrus Al-Kaff, Fiqih Lima Madzhab (Cet. XVII: 
Jakarta: PT.Lentera Basritama, 2001), h. 309-311. 
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a. Ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan 
menggunakan lafal “nikah” atau dengan lafal “zawaj” yang memiliki arti 
“wath‟i”. artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau 
mendapatkan kesenangan dari pasangannya. 
b. Ulama Hanafiyah memandang pernikahan sebagai suatu akad yang berguna 
untuk memiliki mut‟ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat 
menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan 
kesenangan dan kepuasan. 
c. Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa pernikahan itu adalah suatu akan 
yang mengandung arti mut‟ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak 
mewajibkan adanya harga. 
d. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pernikahan adalah akad dengan 
menggunakan lafal nikah dan zawaj untuk memperoleh kepuasan dari seorang 
perempuan dan begitu juga sebaliknya. 
e. Dan adapun madzhab imamiyah mengemukakan bahwa pernikahan itu adalah 
suatu akad dengan menggunakan lafal zawwajtu atau ankahtu dalam bentuk 
madhi. Mereka berpendapat bahwa kedua lafal inilah yang menunjukkan lafal 
perkawinan pada mulanya, sedangkan bentuk madhi memberi arti kepastian. 
Hilman Hadikusuma juga berpendapat tentang perkawinan tetapi dalam 
konteks Hukum Adat, menurutnya: “perkawinan menurut hukum adat tidak semata-
mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 
isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina 
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kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang 
menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan suami. Terjadinya perkawinan 
berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang 
kekerabatan yang rukun dan damai.”41 
 
7. Tujuan pernikahan 
Adapun tujuan dari sebuah pernikahan dapat kita lihat dari berbagai macam 
aspek antara lain yaitu:
42
 
1. Aspek personal 
a. Penyaluran kebutuhan biologis 
Sebagai suatu sunatullah, manusia selalu hidup berpasangan akibat adanya 
daya tarik, nafsu syahwat diantara dua jenis kelamin yang berlainan. Kebutuhan 
manusia dalam bentuk nafsu syahwat ini memang merupakan fitrah manusia dan juga 
makhluk hidup lainnya, oleh karena itu perlu disalurkan pada proporsi yang tepat dan 
sah sesuai dengan derajat kemanusiaan. 
b. Reproduksi generasi 
Ada orang mengatakan bahwa untuk mendapatkan keturunan tidak harus 
dengan menikah, karena akibat yang ditimbulkan dari persetubuhan adalah 
kehamilan, yang dilanjutkan dengan kelahiran keturunan. Akan tetapi, hal ini jelas 
dilarang oleh Islam, karena keturunannyapun dianggap tidak ada karena tidak sah. 
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Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 
1995), h. 70. 
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Rahmat Hakim, Op.Cit, h. 15-27 
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Jadi melalui jalan pernikahan orang akan memperoleh keturunan yang sah dan juga 
baik. 
2. Aspek sosial 
a.  Rumah tangga yang baik sebagai fondasi masyarakat yang baik. Professor 
Dr. Mahmud Syaltut dalam bukunya Al-Islam Aqidah wa Syari‟ah mengumpamakan 
keluarga sebagai batu-batuan dalam tembok suatu bangunan. Jika batu-batuan itu 
rapuh karena kualitas perekatnya, maka akan rapuhlah bangunan itu dan begitu 
sebaliknya jika batu-batuan itu kokoh maka akan kokoh pula bangunan itu. Keluarga 
sebagai bagian dari struktur suatu bangsa mempunyai kontribusi yang sangat besar 
terhadap bangsa itu sendiri. Jadi, kalau suatu bangsa terdiri dari bangunan keluarga 
yang kokoh, kokoh pulalah bangsa tersebut tapi sebaliknya jika keluarga itu lemah, 
makalemahlah bangsa tersebut. 
b. Membuat manusia kreatif 
Perkawinan juga mengajarkan kita pada tanggung jawab akan segala akibat 
yang timbul karenanya. Dari rasa tanggung jawab dan perasaan kasih sayang terhadap 
keluarganya timbul keinginan untuk mengubah keadaan kearah yang lebih baik 
dengan berbagai cara, orang yang telah berkeluarga selalu berusaha untuk 
membahagiakan keluarganya. Hal ini mendorong dia untuk lebih kreatif dan 
produktif, tidak seperti masa lajang. 
3. Aspek ritual 
Pernikahan adalah bagian dari syari‟at Islam, ia merupakan suatu ibadah dan 
berarti pelaksanaan perintah syari‟, sebagai refleksi ketaatan makhluk kepada 
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khaliknya, bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh ajaran Agama. Dalam sebuah 
hadis Nabi Muhammad SAW, menjelaskan yang artinya “ Apabila seorang hamba 
menikah, sempurnalah sebagian Agamanya, maka bertakwalah kepada Allah akan 
sebagian yang lain”. Disamping itu pernikahan merupakan Sunnah Rasulullah SAW, 
sebagai umatnya yang taat maka seyogianyalah kita mengikuti jejak beliau. 
4. Aspek moral 
 Sebagaimana kita ketahui bahwa libido seksualitas merupakan fitrah bagi 
semua mahluk hidup, baik itu manusia dan hewan sehingga memerlukan pelampiasan 
terhadap lawan jenisnya. Adapun yang membedakannya dalam melaksanakan 
kebutuhan tersebut yaitu manusia dituntut untuk mengikuti aturan atau norma-norma 
agama, moralitas Agama, sedangka hewan tidak. Jadi, perkawinan merupakan garis 
demarkasi yang membedakan manusia dengan hewan dalam menyalurkan 
kepentingan yang sama. 
5. Aspek kultural 
Perkawinan disamping membedakan antara manusia dengan hewan, juga 
membedakan manusia yang beradab dengan manusia biadab atau juga manusia 
modern dengan manusia primitif. Demikian beberapa tujuan pernikahan, dan adapun 
hikmah dari sebuah pernikahan, para Ulama telah mencatat banyak sekali hikmahnya, 
antara lain sebagai berikut:
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a. Menyambung silaturrahim 
Dengan pernikahan dua keluarga yang tadinya tidak saling mengenal akan 
terjalin ikatan kekeluargaan antara keluarga suami dengan keluarga si isteri 
dan pada akhirnya akan mempererat hubungan kasih sayang diantara sesama. 
b. Memalingkan dari pandangan yang liar atau menutup pandangan dari segala 
yang dilarang oleh Allah dan juga dapat menentramkan jiwa serta 
meredamkan emosi. 
c. Menghindari diri dari perzinahan 
d. Estafeta amal manusia 
e. Pernikahan menumbuhkan rasa tanggung jawab antara suami isteri dalam 
pengelolaan rumah tangga, serta dalam pembagian tugas dan tanggung yjawab 
masing-masing dalam mensejahterakan keluarganya dan mendidik 
anakanaknya. 
f. Menjaga kemurnian nasab. 
g. Pernikahan akan mengembangkan keturunan dalam rangka menjaga 
kesinambungan jenis manusia dan juga untuk menjaga kelangsungan hidup 
manusia. 
8. Hukum penikahan 
Adapun hukum asal dari menikah itu adalah mubah, tetapi adakalanya 
berubah sesuai dengan keadaan:
44
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Muhammad Bagir Al-Habsyi, FIQIH PRAKTIS Menurut Al-Qur‟an, As Sunnah, 
Dan Pendapat Para Ulama (Bandung: MIZAN, 2002), h. 4-7. 
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a. Wajib 
Nikah wajib bagi seseorang yang telah mampu baik itu mampu dalam hal 
financial dan fisikal dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat 
seksualnya, sementara dia khawatir akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak 
menikah. Ini mengingat bahwa menjaga kesucian diri dan menjauhkannya dari 
pebuataan haram adalah wajib hukumnya, sedangkan hal itu tidak akan dapat 
terpenuhi kecuali dengan menikah. 
b. Sunnah (dianjurkan) 
Pernikahan tidak menjadi wajib akan tetapi sangat dianjurkan atau 
disunnahkan bagi siapa-siapa yang memilki hasrat atau dorongan untuk menikah dan 
memiliki kemampuan untuk melakukannya baik itu secara fisikal dan juga financial, 
walaupun ia merasa yakin tidak akan terjerumus dan mampu menahan diri dari 
perbuatan yang diharamkan Allah. 
c. Haram 
Pernikahan menjadi haram bagi siapa yang mengetahui dirinya tidak memiliki 
kemampuan untuk memenuhi kawajibannya sebagai suami, baik dalam hal nafkah 
lahiriyah (yang bersifat finansial) maupun nafkah batiniah yaitu kemampuan 
melakukan hubungan seksual yang wajib diberikan kepada isterinya. 
d. Makruh (kurang disukai menurut hukum agama) 
Pernikahan menjadi makruh bagi seorang laki-laki yang sebetulnya tidak 
membutuhkan perkawinan, baik karena tidak mampu memenuhi hak calon isteri yang 
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bersifat nafkah lahiriyah maupun karena tidak memiliki hasrat seksual sementara 
siperempuan merasa tidak terganggu dengan ketidak mampuan si calon suami. 
e. Mubah (boleh) 
Pernikahan menjadi mubah apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk 
melakukan pernikahan ataupun meninggalkannya, sesuai dengan pandangan syari‟at. 
9. Rukun dan syarat pernikahan. 
Adapun rukun nikah itu ada lima yaitu:
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a. Calon suami 
b. Calon isteri 
c. Wali 
d. Dua orang saksi 
e. Ijab qabul 
Dan adapun syarat nikah antara lain:
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1. Syarat-syarat untuk calon pengantin pria adalah: 
a. Beragama Islam 
b. Laki-laki (bukan banci) 
c. Tertentu atau jelas orangnya 
d. Tidak terkena halangan perkawinan 
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 Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbili, Tanwirul Qulub Fi Mu‟amalati 
Allamil Guyub (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah,tth), 377. 
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Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan: Nikah , Talaq, Cerai, dan Rujuk 
(Bandung: Albayan, 1994), 52. 
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e. Halangan perkawinan dalam fiqih dibagi dua yaitu ada yang bersifat 
larangan abadi dan halangan sementara. Halangan abadi ada yang telah 
disepakati dan adapula yang masih diperselisihkan, 
f. yang telah disepakati ada tiga yaitu keturunan, perbesanan dan persusuan. 
Sedang yang diperselisihkan adalah zina dan li‟an. 
g. Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga 
h. Tidak sedang mengerjakan haji atau umrah 
i. Tidak memiliki empat orang isteri 
2. Syarat-syarat untuk calon pengantin perempuan yaitu: 
a. Beragama Islam 
b. Perempuan waras 
c. Tertentu atau jelas orang tuanya 
d. Tidak terkena halangan perkawinan 
e. Tidak sedang dalam „iddah 
f. Tidak sedang mengerjakan haji atau umra 
g. Dapat dimintai persetujuannya atau atas kemauan sendiri 
3. Syarat-syarat wali:47 
a) Beragama Islam 
b) Laki-laki 
c) Dewasa 
                                                 
47
Ahmad Ibrahim Al-Banhawi, Al-Jawahirul An-Naqqiyah Fi Fiqhi-Sadah As-
Syafi‟iyyah (Beirut: Daarul Minhaj), h. 360. 
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d) Waras akalnya 
e) Adil 
f) Memiliki hak atas perwaliannya 
g) Tidak sedang berihram atau haji 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian 
kualitatif, yaitu pendekatan masalah dengan menilai realiata yang terjadi 
dalam masyarakat. Apakah kebiasaan yang dilakukan masyarakat sesuai 
atau tidak dengan hukum islam. Bagaimanakah tinjauan hukum islam 
tentang tradisi massorong wai sebagai simbol dari pada perwalian ketika 
dibenturkan dengan hukum islam sebagai dasar dalam kehidupan. Dan 
apakah manfaat tradisi tersebut lebih besar dari pada mudaratnya atau 
sebaliknya dalam hal pelaksanaannya, sehingga sangat ditaati oleh 
sebagian masyarakat yang ada di Kec. Masalle Kab. Enrekang. 
B. Pendekatan Penelitian 
Terkait dengan jenis pendekatan penelitian, dalam kesempatan ini 
penulis menggunakan pendekatan normatif/syar‟I yaitu suatu pendekatan 
penelitian berdasar pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum Islam 
yang berlandaskan Al-Quran dan hadist. Pendekatan ini berguna untuk 
mengkaji sebuah kebiasan atau tradisi tertentu dilihat dari sudut pandang 
hukum Islam. 
Berdasarkan pemaparan data maka penelitian ini tergolong 
penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berorientasi untuk 
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menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta serta karakteristik 
mengenai populasi atau menangani bidang tertentu. Data yang diperoleh 
tidak bermaksud mencari penjelasan,menguji hipotesis, membuat prediksi, 
maupun mempelajari implikasi. Jadi penelitian ini berusaha 
menggambarkan situasi atau fenomena yang diteliti. 
C. Sumber Data 
1. Sumber premier 
Sumber Premier adalah yaitu data yang diperoleh dari responden 
langsung dari orang-orang atau sumber pertama, yang berupa pernyataan 
dari tokoh agama setempat. Maka sumber data primer dalam penelitian 
diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat dan Tokoh Agama di 
Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang yang berkaitan dengan 
permasalahana yang diteliti. 
2. Sumber sekunder 
Sumber Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku 
sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer. Adapun 
sumber data skunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, literatur, 
surat kabar dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan. Data 
sekunder dalam penelitian ini juga terhimpun dari artikel dan arsip-arsip 
yang erat kaitannya dengan objek yang sedang diteliti. 
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D. Metode Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau 
keterangan-keterangan baik secara keseluruhan maupun sebahagian 
informasi yang akan menunjang atau mendukung proses penelitian. Dalam 
proses pengumpulan data ini peneliti akan menggunakan dua istrumen 
penelitian yaitu peneliti mencatat langsung penjelasan-penjelasan yang 
diberikan oleh informan, namun peneliti akan merasa kewalahan jika 
peneliti menulis lengkap keterngan yang diberikan oleh informan sehingga 
peneliti mencatat kata-kata dengan memberikan singkatan-singkatan tiap 
kata yang peneliti rasa mudah untuk dipahami. Kedua video recorder, 
peneliti mengambil langsung gambar dan suara informan, hal ini 
mempermudah peneliti dalam melengkapi data-data yang telah dicatat dan 
juga bersamaan dengan pengambilan keterangan informan. 
Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam 
pengumpulan data adalah sebagai berikut: 
a. Wawancara (Interview) 
Wawancara merupakan salah satu bagian yang terpenting dari 
setiap survey, karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi 
dari responden secara langsung.Dalam hal ini penulis melakukan 
interview dengan beberapa pihak yang menjadi objek penelitian yang 
diantaranya adalah para pihak yang sedang atau telah melakukan prosesi 
akad nikah dan juga pendapat para Tokoh Agama di daerah setempat. Hal 
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ini dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai proses 
atau tatacara dan makna yang ada dibalik kegiatan tersebut. 
b. Dokumentasi 
Ini merupakan metode pengumpulan data terhadap berkas-berkas 
atau dukumen berupa catatan-catatan, transkrip, surat kabar dan 
sebagainya. Sedangkan dukumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini 
adalah dokumen yang ada hubungannya dengan topik pembahasan, yang 
diperoleh dari berbagai sumber data yang berasal dari Kecamatan Masalle 
dan juga Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. 
E. Metode Analisa Data 
Analisis data adalah proses penyederhanaan data-data yang 
diperoleh dari warga masyarakat kedalam bentuk yang mudah dibaca dan 
diinterpretasikan. 
Metode analisis data merupakan cara atau langkah yang dilakukan 
untuk mengolah data. Adapun metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode analisis ini digunakan 
untuk mendeskripsikan karakteristik daerah penelitian, informan dan 
distribusi item dari masing-masing variable. Maksudnya adalah di dalam 
skripsi ini, peneliti akan menganalisis tinjauan hukum islam seputar tradisi 
Massorong Wai sebagai simbol perwalian dan karakteristik  masyarakat  
setempat yang masih melestariakan tradisi tersebut. 
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F. Metode Pengolahan Dan Analisa Data 
1. Editing 
Metode ini dilakukan untuk mengecek kemungkinan adanya 
kesalahan atau kekeliruan dalam pengisian daftar pertanyaan dan ketidak 
serasian informasi. Tujuan metode ini adalah untuk memperbaiki 
kesalahan-kesalahan dilapangan saat dilakukan proses pengumpulan data. 
Data yang diperoleh oleh peneliti agar lebih memudahkan untuk 
diklasifikasi, maka peneliti terlebih dahulu meng-edit data-data yang telah 
terkumpul. Karena bisa jadi data yang diperoleh terdapat banyak 
kesalahan dalam penulisan atau maksud dari data yang tertuang tidak jelas 
maksudnya. Pada tahap ini peneliti akan memeriksa data-data yang telah 
dituangkan dalam tulisan dengan yang ada dalam rekaman video 
recording, peneliti melengkapi kekurangan data yang telah tertuang dalam 
tulisan dengan metode ini. 
2. Classifying 
Metode ini mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat 
dilakukan suatu analisa data. Jika data yang terkumpul telah diatur 
(editing) maka proses selanjutnya adalah memetakan atau memilah-
memilah data dan memberikan pola tertentu untuk memperjelas atau 
mempermudah pembahasan. 
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3. Verifying 
Metode ini dilakukan setelah mengklarifikasi data-data dan 
memetakan dalam beberapa pola, maka langkah selanjutnya adalah 
pengecekan kembali terhadap data-data yang telah diperoleh agar validasi 
data dapat terjamin. Data yang telah diperiksa ulang dan validasinya telah 
terjamin akan mempermudah dalam tahap analisis. 
4. Analyzing 
Adalah Langkah selanjutnya ialah menganalisa data, yaitu data 
mentah yang telah diperoses melalui beberapa tahapan dan telah layak 
untuk dianalisa.Analisa data ini sebagai dasar penarikan kesimpulan. 
5. Concluding 
Metode ini dilakukan setelah menjalani semua proses di atas dan 
data-data yang telah tersusun secara sistematis, saatnya mencari konklusi 
dari data-data yang telah dianalisa. Untuk menarik sebuah kesimpulan 
dalam penelitian ini dilakukan penemuan karakteristik yang dilakuakn 
secara objektif dan sistematis. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Gambaran Objektif Penelitian 
1. Lokasi penelitian 
Penelitian dilakukan di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
a. Deskripsi Kecamatan Masalle 
Masalle merupakan Kecamatan yang dijadikan tempat penelitian, Masalle adalah 
salah satu Keacamatan yang berada di Kabupaten Enrekang yang berbatasan langsung 
dengan Tana Toraja bagian utara. Enrekang sangatlah luas, ada 12 kecamatan yang ada 
yaitu, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Maiwa, Kecamatan Curio, Kecamatan Bungin, 
Kecamatan Baraka, Kecamatan Alla‟, Kecamatan Angge Raja, Kecamatan Baroko, 
Kecamatan Cendana, Kecamatan Buntu Batu dan Kecamatan Masalle (tempat peneliti 
melakukan penelitian). Dan Kecamatan Masalle memiliki 6 desa yaitu: Desa Mundan, 
Desa Batu Ke‟de, Desa Buntu Kaindi‟, Desa Masalle, Desa Rampunan, dan Desa Buntu 
Sarong. 
Dan dari semua Desa yang ada di Kecamatan Masalle, peneliti memilih  
Tokoh Adat disetiap Desa yang akan dijadikan obyek penelitian. Karena ketika 
peneliti melakukan observasi kewarga masyarakat yang pernah melakukan tradisi 
Massorong Wai, hampir sebahagian besar masyarakat mengarahkan kepada Tokoh 
Adat yang ada di Desa masing-masing karna mereka beranggapan bahwa Tokoh 
Adatlah yang memahami betul tentang tradisi Massorong Wai tersebut. Dan 
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sebahagian besar masyarakat mengaku bahwa mereka hanya mengikuti intruksi atau 
himbauan yang dikatakan oleh orang yang dituakan dalam daerah tersebut. 
Dari segi kuantitasnya, hampir semua penduduk Masalle memeluk agama 
Islam dan sebagian lagi ada yang beragama Kristen yang berada di daerah Utara 
Kabupaten Enrekang yang berbatasan dengan Tana Toraja, dari data rekapitulasi hasil 
pendataan warga atau densus penduduk tingkat Kecamatan tahun 2012 menunjukkan 
bahwa kebanyakan dari penduduk Masalle tergolong masyarakat menegah bawah, 
umumnya mata pencaharian mereka adalah tani, perantau, pedagang dan tukang kayu 
atau meubel. 
Dari segi pendidikan, banyak dari mereka yang pernah mengenyam bangku 
sekolah, akan  tetapi kebanyakan dari mereka hanya dapat menyelesaikan sampai 
SLTA, dan hanya sedikit yang dapat melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, tapi 
adapula  yang tidak tamat sekolah dasar (SD). Jadi kalau dilihat dari pendidikan, 
warga Kecamatan Masalle tergolong masyarakat yang belum sadar akan pentingnya 
pendidikan. 
b. Kondisi Sosial Keagamaan 
Pada konteks keagamaan, masyarakat Masalle mayoritas adalah Agama Islam 
dan adapula sebahagian kecil yang beragama Kristen yang berdomisili didaerah 
perbatasan dengan Tana Toraja. karena lokasi perbatasan inilah sehingga masyarakat 
yang ada di Kecamatan Masalle juga ada yang memegang teguh tradisi seperti yang 
ada di Tana Toraja seperti acara kematian (Rambu Solo) dan Tradisi tahunan seperti 
manggantak atau tradisi pengobatan. Dan juga dari segi bahasa daerah yang ada di 
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Kecamatan Masalle hampir sama dengan bahasa daerah yang ada di Tana Toraja 
karena letak geografisnya sangat dekat. 
Sebagaimana kita ketahui sekarang bahwa mayoritas penduduk Kabupaten 
Enrekang beragama Islam bahkan tidak asing lagi ditelinga kita bahwa daerah 
Enrekang sangat terkenal dengan organisasi Muhammadiyanya yang mengarah 
kepada ketaatan akan ajaran Allah dan RasulNya. Tapi walaupun demikian suasana 
keagamaan kurang begitu mewarnai kehidupan mereka. Misalkan saja di  Kecamatan 
Masalle ini walaupun semua penduduknya mayoritas beragama Islam dan sering kita 
jumpai para Tokoh-tokoh Agama yang sangat paham tentang Islam tapi tetap saja 
aturan Adat lebih diperhatikan dan diindahkan oleh sebahagian besar masyarakatnya 
daripada aturan atau ajaran Islam, walaupun sekarang tradisi-tradisi yang 
menyimpang dengan Islam sudah mulai diminimkan contoh tradisi pengobatan 
(Manggantak) karena tradisi ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham 
masalah Agama yang dijadikan tukang sembelih binatang dalam prosesi acara adat 
tersebut. 
Disamping beberapa tradisi yang ada didaerah tersebut peneliti memilih salah 
satu tradisi yaitu tradisi Massorong Wai sebagai simbol perwalian yang masih 
dilakukan oleh sebagaian besar masyarakat yang ada di daerah tersebut karena lebih 
mengarah kepada keilmuan peneliti. Karena begitu pentingnya peranan wali didalam 
pernikahan bahkan tidak sah pernikahan itu tanpa adanya seorang wali. Wali adalah 
rukun dari beberapa rukun pernikahan yang lima. Dalam buku KHI pasal 19 
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menyatakan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi 
bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. 
Sementara makna perwalian dalam konteks hukum dan kajian ini adalah 
perwalian sebagaimana terdapat dalam Pasal 50-54 UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 
107-112 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perwalian adalah 
“sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau 
atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu melakukan 
perbuatan hukum”.48 
B. Tata cara tradisi Massorong Wai 
Mengenai tata cara tradisi Massorong Wai tersebut sangatlah sederhana dan 
tergolong sangat unik karena bukan dengan surat kuasa melainkan menggunakan 
simbol secangkir air putih jernih yang belum dimasak. Massorong berarti 
menyerahkan sedangkan wai atau wailino adalah air jernih. Ketika orang tua calon 
mempelai wanita menyerahkan segelas air putih tersebut kepada orang lain, dan 
orang yang diberi air tersebut menerima maka proses perwalian tersebut sudah 
terlaksana tapi ketika yang disugukan air tersebut menolak berarti orang tua calon 
mempelai wanita tersebut mencari orang lain yang hadir saat itu tapi terkadang ketika 
orang menolak peemberian air tersebut untuk menikahkan anaknya kemudian dia 
pulalah yang menujuk orang lain yang mungkin lebih terpandang ketimabang dirinya 
apakah kepada Tokoh Agama atau Tokoh Adat bahkan penghulu yang hadir pada saat 
                                                 
 
48
UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam (KHI), h. 50-54 
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prosesi akad sebagai bentuk penghargaan kepada yang lebih tua dan lebih 
berpendidikan.  
Namun dikalangan tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat proses yang sederhana 
tidaklah begitu penting tetapi maknalah yang lebih utama. Biasanya poses pemberian 
hak untuk mewakilkan terkadang harus ada hitam diatas putih atau memiliki dasar 
hukum yang kuat. Namun tradisi Massorong Wai tidaklah memakai metode seperti 
itu, melaikan hanyalah segelas air putih yang kemudian diserahkan oleh orang tua 
calon mempelai wanita kepada siapa yang akan menjadi wali nikah dalam prosesi 
pernikahan itu. 
Dan ketika sudah ada yang menerima sodoran air tersebut maka orang tua 
calon mempelai wanita tersebut kemudian memegang wadah dari pada tempat air 
putih tersebut yang telah  disiapkan sebelumnya, seraya berniat dalam hati agar kelak 
pernikahan anaknya akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketika selesai berniat 
maka orang tua calon mempelai wanita tersebut berkata mudah-mudahan pernikahan 
anakku akan tetap bertahan seumur hidupnya kepada orang yang memang dipilih 
menggantikan posisinya sebagai wali dalam menikahkan anaknya. Dan ketika orang 
yang menerimah air tersebut juga berniat dalam hati lalu mengucapkan saya terimah 
amanah yang kamu percayakan kepada saya, dan alangkah bijaknya ketika kita 
sebagai manusia mampu menjalankan sebuah amanah yang dipercakan sama kita. 
Dan tanda berakhirnya Massorong Wai tersebut ketika orang yang menerimah 
amanah tersebut kemudian berkumur-kumur dengan air yang telah diserahkan. Maka 
selesailah proses Massorng Wai tersebut yang sebahagian besar masyarakat masih 
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menganggap bahwa ketika itu dilakukan maka makna dari pada rangkaian sederhana 
tersebut amatah besar.  
C. Beberapa pandangan masyarakat dan Tokoh Adat yang ada di Kecamatan 
Masalle mengenai tradisi Massorong Wai sebagai simbol perwalian. 
a. Pandangan Tokoh Adat. 
Tokoh adat Desa Rampunan juga membawahi Desa tetangganya yaitu Desa 
Buntu Kaindi‟ mengatakan:49 
“Air adalah simbol kesucian, segalah sesuatu yang bersifat membersihkan diri 
dari segalah yang kotor mesti menggunakan air, contoh berwudhu mesti 
menggunkan air agar bersih kembali dari hal-hal yang akan membatalkan 
shalat. Dan ketika diri sudah bersih maka kemudian dilanjutkan dengan niat 
jadi menurutnya air adalah melambangkan awal dari membuka niat”. 
 
Sedangkan Tokoh Adat Desa Mundan memaparkan tentang makna dari tradisi 
Massorong Wai ini.
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“Ada empat unsur dalam diri kita sebenarnya, yang pertama adalah angin 
makanya ada napas, api adalah amarah dan perasaan, tanah yang 
melambangkan wujud jasmani dan air adalah darah. Dan kenapa harus air yang 
jadi objek ketika proses perwalian karna air melambakan banyak hal dalam 
kehidupan, contoh kecil bahwa proses awal manusia (bukan manusia pertama) 
berawal dari sperma yang berbentuk cair dan air juga adalah sumber kehidupan 
jadi yang paling tepat digunakan dari empat unsur dalam diri manusia adalah 
air dan Massorong (menyerahkan) adalah simbol kerelaan orang tua calon 
pengantin perempuan kepada siapa yang kemudian dipercaya untuk 
menikahkan anaknya”. 
 
Tidak jauh bedah dengan apa yang disampaikan beberapa tokoh Adat 
sebelumnya, Tokoh Adat Desa Batu Ke‟de yang juga ditunjuk sebagai Tokoh Adat 
Desa Buntu Sarong mengatakan: 
                                                 
49
Sitonda, wawancara (Rampunan, 24 Septembar 2014) 
50
Patturusi, wawancara (Mundan, 1 Oktober 2014) 
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“Bahwa sebenarnya massorong Wai ini hanyalah symbol yang dilakukan oleh 
pendahu-pendahu kita tapi tidak serta merta juga kita melupakan kebiasaan dari 
para pendahu kita itu. Karena para pendahulu kita melakukan hal seperti itu, 
tentunya memiliki makna, contoh air yang digunakan harus air putih bersih, 
kenapa bukan air keruh dan sebagainya yang tentunya memiliki makna agar 
kehidupan kedua mempelai ini nantinya menjadi keluarga yang bersih, mencari 
nafkah yang bersih yang dalam bahasa Arab yang artinya Halal dan 
memberikan kepada anak istri yang menunggu dirumah. Dan masih banyak lagi 
makna-makna yang lain namun semuanya hanyalah symbol doa sebenarnya.”51 
 
b. Pandanagn beberapa masyarakat Kecamatan Masalle tentang tradisi Massorong Wai 
tersebut sebagai symbol dari perwalian. 
 Ambek Baco mengatakan bahwa:
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“Massorong Wai yang pernah saya lakukan ketika anak saya menikah karena 
sudah menjadi kebiasan kita khusunya orang Duri (sebuah kompleks daerah 
bukit di luar kota Kabupaten Enrekang) terkhusus kita yang berada di 
Kecamatan Masalle, karena saya juga mnerasa bahwa ada yang dituakan dalam 
daerah ini jadi saya serahkan saja sama dia untuk menikahkan anak saya.” 
 
Tidak berbedah jauh yang diungkapkan Samar : 
“Massorong Wai itu sebenarnya simbol penyerahan wali, namun sebenarnya itu 
adalah sebuah niat awal yang baik cuma menggunakan saja air, dan saya rasa 
tidak ada yang menyimpang dari itu sesuai dengan apa yang saya ketahui. Beda 
dengan Manggantak yang sangat jelas penyimpangannya yang jela ketika itu 
masih dilakukan sampai sekarang maka kita semua akan jatuh pada wilayah 
dosa besar tapi karena orang-orang tua kita dulu belum pahah betul, jadi mereka 
tidak tau bahwa itru menyimpang, tapi kalau Massorong Wai saya Rasa tidak 
ada penyimpangan yang harus ditakuti.”53 
 
Tancuk juga mengatakan setelah sebelumnya menyarankan kepada saya agar 
Tokoh Adat yang harus saya temui untuk bertanyak mengenai persoalan tradisi. 
Karena Tokoh Adatlah yang lebih mengetahui mengenai tradisi tersebut. 
                                                 
 
51Puang Sampe, wawancara (Batu Ke‟de, 26 Oktober 2014) 
 
52
Ambek Baco, wawancara (Desa Masalle,27 Oktober 2014) 
 
53
Samar, Imam Desa Rampunan (Rampunan, 28 Oktober 2014) 
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“Waktu saya mau menyerahkan posisi saya sebagai wali dari anak saya kepada 
pak Sitonda selaku Tokoh Adat  didesa Rampunana ini saya terlebih dahulu 
disuruh menyiapkan segelas air putrih sebelumnya. Dan ketika air tersebut 
diserahkan maka tokoh Adat tersebut menyuruh saya berdo‟a dalam hati agar 
sekiranya perkawianan anak saya kelak itu berjalan sesuai dengan apa yang 
diinginkan.”54 
 
Ada beberapa faktor orang tua mewakilkan dirinya kepada orang lain menjadi 
wali  untuk menikahkan anaknya, diantaranya:
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“Yang pertama, Orang tua dalam hal ini bapak tidak mampu melapalkan ijab 
Kabul. Yang kedua, Malu menikahkan anaknya ketika berada diantara orang-
orang yang dituakan dalam daerah itu karena pandangan mereka bahwa orang 
yang dituakanlah yang berhak mengambil alih setiap prosesi-prosesi yang 
didaerah itu baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Tapi intinya bahwa 
tidak yang melarang untuk memberikan hak perwaliannya kepada orang lain. 
Selagi itu masih dalam koridor agama maka saya rasa itu boleh- boleh saja. 
 
 
D. Hasil penelitian 
Perspektif hukum Islam tentang tradisi Massorong Wai dalam prosesi 
pernikahan di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. 
Setelah peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Masalle dengan 
menghasilkan begitu banyak argumen dari hasil wawancara baik dari kalangan 
masyarakat maupun dari Tokoh Agama dan Tokoh Adat setempat maka hasil dari 
pada penelitian tersebut kemudian peneliti menganalisa dengan melakukan study 
kajian hukum islam. Dari hasil penelitian tersebut peneliti menghasilkan beberapa 
pokok pembahasan yang yang berkaitan dengan tradisi Massorong Wai yang ada di 
Kecamatan Masalle. 
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1. Alasan-alasan bagi sebahagian masyarakat yang masih melakukan Tradisi 
Massorong Wai sebagai simbol dari perwalian yang ada di Kecamatan Masalle 
kabupaten Enrekang. 
a. Faktor Kebisaaan/Adat 
Kebisaaan mewakilkan hak perwalian dalam akad nikah sudah menjadi 
budaya di Kecamatan Masalle, hal ini terbukti dari semua pernikahan di Kecamatan 
tersebut orang tua selalu mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain, walaupun 
orang tua tersebut sebenarnya mampu untuk menikahkan sendiri putrinya, seperti 
yang di sampaikan kepala KUA Desa Masalle berikut ini: 
"Di sini dek, hampir semua pernikahan di wakilkan, tidak banyak yang 
dinikahkan sendiri oleh walinya. Dan yang paling banyak diwakilkan kepada 
orang yang ditugaskan dari KUA seperti penghulu, sedangkan yang diwakilkan 
kepada Tokoh Agama sekitar 30%, dan Tokoh Adat kira-kira 60 % dari 900 
(sembilan ratus) pernikahan yang pernah ada selama kecamatan ini dimekarkan. 
Dan bebrapa lago orang-orang yang dituakan seperti Tokoh masyarakat yang 
datang ke tempat berlangsungnya akad nikah"
56
 
 
b. Faktor ketidakmampuan mengucapkan lafaz akad nikah 
Sedangkan faktor yang paling dominan dalam tejadinya wakalah wali dalam 
akad nikah karena banyak orang yang merasa tidak bisa mengutarakan lafadz akad 
nikah. Seperti yang disampaikan bapak Su'ib Rizal dann ustadz Hadrawi bahwa 
ketidak mampuan megucapkan lafadz akad nikah, sedangkan untuk mewakilkan saja 
harus dituntun lafadznya oleh Tokoh Agama setempat atau penghulu”.57 
Demikian juga yang disampaikan oleh Muh. Rizal. 
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“Orang-orang disini banyak yang grogi atau gemetar kalau menikahkan 
anaknya apalagi dihadapan orang banyak. Maka dari itu dia menyuruh 
penghulu atau Tokoh Agama ataukah Tokoh Adat yang sempat hadir untuk 
menikahkan anaknya.”58 
 
Sementara itu sebagian besar masyarakat Kecamatan Masalle beranggapan 
bahwa yang berhak untuk menikahkan anak perempuan adalah penghulu, menurut 
mereka tugas orang tua hanyalah mencarikan calon suami yang baik buat anak 
perempuannya atau hanya memberikan restu pada calon suami pilihan putrinya. 
Namun demikian proses perwalian dalam akad nikah yang terjadi di 
Kecamatan Masalle dilakukan degan sangat sederhana, dalam penyerahan perwalian 
(wakalah) ini juga tidak ada surat kuasa dari al-Muwakkil (pemberi kuasa kepada al-
Wakil (penerima kuasa), kecuali pemberi kuasa berada jauh dan tidak bisa hadir 
ditempat belangsungnya akad nikah. 
Yang menjadi catatan peneliti adalah bahwa proses perwalian (wakalah) 
dengan menggunakan simbol merupakan adat atau ‟urf  yang telah membudaya di 
Kecamatan Masalle. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa al-„urf al-shâhih baik yang 
menyangkut al-„urf al-lafzhî, al-„urf al-„amali maupun menyangkut al-„urf al-„âm 
dan al‟urf al-khâsh, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara‟. 
 Menurut Imam al-Qarafi (ahli fiqh Maliki) yang dikutip oleh Harun Nasroen 
menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih 
dahulu meneliti dan menganalisa kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, 
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sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan 
kemasalahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.
59
 
 Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa adat (urf) merupakan sumber 
hukum yang diambil oleh Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki yang menyatakan 
bahwa sesungguhnya perbedaan diantara para fuqaha‟ adalah perbedaan adat dimana 
mereka hidup.
60
 Dari berbagai kasus adat yang dijumpai, para ulama‟ ushul fiqih 
merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat, misalnya íal „adah 
muhakkamah yang artinya Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum. 
Adat bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara‟ 
apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
61
 
1. Berlaku secara umum. 
2. Telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu 
muncul. 
3. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu 
transaksi. 
4. Tidak bertentangan dengan nash. 
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2. Dalam beberapa refrensi hukum Islam, baik yang berbahasa arab atau 
berbahasa Indonesia, ulama berbeda-beda dalam menyebutkan macam-macam wali 
dalam pernikahan, semisal Imam Taqiyuddin Abi Bakrin in Muhammad Al-Husainy 
Al-Hishny al-Damasyqyas-Syafi‟i, menyebutkan empat wali yang dapat menikahkan 
mempelai perempuan, yaitu wali nasab, wali maula, wali tahkim dan wali  hakim. 
Adapun rinciannya sebagai berikut:
62
 
a. Wali nasab, wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan darah nasab 
dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. 
b. Wali maula, Sedangkan yang dimaksud dengan wali  Maula  adalah pewalian 
yang digunakan dalam menikahkan budak yang telah dimerdekakan, dengan kata lain 
wali yang menikahkanbudaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh 
menikahkan perempuan yang berada dalam perwalian, bilamana perempuan yang 
berada dalam pewaliannya rela menerimanya. Perempuan yang dimaksudkan disini 
adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya. Sedangkan wanita yang 
wali nasabnya tidak diketahuisiapa dan dimana hamba sahaya yang telah 
dimerdekakan), maka walinya adalah orang yang memerdekakan, selanjutnya adalah 
famili-famili atau ashabah dari orang yang telah memerdekakannya. 
c. Wali tahkim, yaitu wali yang diangkat oleh calon mempelai suami dan atau 
calon istri. Hal itu diperbolehkan, karenaakte tersebut dianggap tahkim. Sedang 
muhakkamnya bertindak sebagaimana layaknya hakim. Seperti yang telah 
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diriwayatkan oleh Yunus bin Abdil A‟la, bahwa Syafi‟i pernah berkata “seandainya 
ada seorang perempuan dalam suatu perkumpulan, ia memasrahkan wali kepada 
seorang laki-laki, sedang perempuan tersebut tidak  mempunyai wali, maka hal 
tersebut dianggap boleh dilakukan, ada pula yang Hanafi, yang dikutip oleh Moh. 
Idris Ramulyo.
63
 Sejalan dengan pendapat-pendapat tersebut di atas, apayang 
dikemukakan oleh al-Bikri, pengarrang kitab I‟anatuh at-Thalibin “seorang 
perempuan yang tidak ada walinya, baik wali nasab, wali hakimatau Qhadi, maka 
perempuan tesebut diperbolehkan mengangkat seorang laki-laki untuk menikahkan 
dirinya dengan laki-laki yang dicintainya dan sekufu. Bahkan, sekalipun ada wali 
hakim atau Qhadiyang diangkat oleh penguasa, ketika mereka berbelit-belit dan 
memungut uang untuk menikahkannya.
64
 
d. Wali Hakim, adapun yang dimaksud dengan wali hakim  adalah penguasa atau 
orang yang ditunjuk oleh penguasa (pemerintah) untuk menangani hal-hal yang 
berkaitan dengan pernikahan, baik dia itu orang yang curang atau yang adil. Ada juga 
yang berpendapat bahwa dia termasuk penguasa yang adil, bertanggung jawab 
mengurusi kemaslahatan umat Allah, bukan para sultan atau penguasa yang curang, 
karena mereka tidak termasuk orang yang berhak mengurusi hal itu. Adapun susunan 
urutan wali adalah sebagai berikut:
65
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1. Bapaknya. 
2. Kakeknya (Bapak dari bapak mempelai perempuan). 
3. Saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya. 
4. Saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya 
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya 
6. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak) 
7. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya. 
8. Hakim. 
Sekiranya wali pertama tidak ada hendaknya diambil wali yang kedua, jika 
wali kedua tidak ada hendaklah diambil wali ketiga dan begitulah seterusnya. 
Mengikut tertib wali, bapak hendaklah menjadi wali bagi semua pekawinan anaknya. 
Dan jika kemudian bapak tidak ada karena sudah meninggal dunia maka hak wali 
berpindah kepada kakek pengantin perempuan itu, dan jika kakek juga meninggal 
dunia maka hak wali itu berpindah kepada saudara lelaki seibu-sebapak kepada 
pengantin perempuan dan begitulah bidang kuasa wali mengikuti tartib sunannya. 
Sekiranya pengantin perempuan itu tidak mempunyai wali maka ia akan 
dinikahkan secara wali hakim. Rasullah SAW bersabda: “Maka Sultanlah yang 
menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali”. (Riwayat At-Tirmizi dan Abu 
Daud).
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Diantara urutan wali yang disebutkan diatas bapak dan kakek diberi 
keistimewaan yang berupa hak menikahkan anaknya yang bikir (perawan) dengan 
tidak memita izin kepada si anak terlebih dahulu, yaitu dengan orang yang 
dipandangnya baik kecuali anak yang Sayib (bukan perawan lagi), tidak boleh 
dinikahkan kecuali dengan ijinnya terlebih dahulu. Sedangkan wali-wali yang lain 
berhak menikahkan mempelai setelah mendapat izin dari mempelai itu sendiri.
67
 
Dari beberapa sumber referensi dan hasil wawancara terhadap masyarakat 
adat maka penulis kembali menganalisa dan mengkaji apakah paham yang muncul 
dalam masyarakat setempat masih tetap dalam koridor yang dianjurkan ataukah lari 
dari dari hukum Islam. Dari penelitian terungkap bahwa aturan adat masih sewjalan 
dengan hukum Islam, mereka sama sekali tidak menghilangkan ataukah menghalangi 
beberapa syarat dalam pernikahan terkhusus dibidang perwalian, hanya saja ada 
semacam simbol bagi mereka tetapi ketika dikaji lebih dalam mengenai simbol 
tersebut sangatlah banyak makna yang kemudian dijelaskan yang berhubungan 
dengan proses perwalian atau pelimpahan tanggung jawab dalam proses pernihan 
oleh masyarakat setempat. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan permasalahan tentang tradisi Massorong Wai sebagai simbol 
perwalian dalam akad nikah yang telah dibahas dalam bab sebelumnya maka sebagai 
suatu jawaban dari permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Massorong Wai adalah proses pemberia kuasa wali kepada orang lain untuk 
menikahkan anaknya dengan menggunakan simbol secangkir air putih bersih sebagai 
lambang dari pada perwalian (Wakalah) yang terjadi di hampir sebahagian besar di 
Kecamatan Masalle. Sebagian besar yang menjadi wakil wali dalam akad nikah 
adalah Tokoh Agama, Tokoh Adat atau penghulu yang hadir dalam prosesi akad nikah 
tersebut, sebagian lagi kiai dan tokoh masyarakat setempat. Semua masyarakat 
Kecamatan Masalle setuju bahwa wali adalah salah satu syarat sah dalam sebuah 
pernikahan, tetapi mereka tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri. 
Sehingga setiap pernikahan di Kecamatan Masalle wali selalu mewakilkan haknya 
kepada orang lain dengan alasan sebagai berikut:  
a. Masyarakat merasa senang atau bangga jika orang yang menikahkan putri 
mereka adalah Tokoh Agama atau Tokoh Adat setempat yang masih dipandang 
terhormat dalam daerah tersebut. 
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b. Sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat Masalle bahwa wali nikah tetap akan 
mewakilkan haknya kepada orang lain walaupun sebenarnya yang bersangkutan 
mampu untuk melakukannya. 
c. Banyak masyarakat yang merasa tidak mampu untuk menikahkan anaknya 
sendiri sehingga mereka mewakilkanya kepada Penghulu, Tokoh Agama dan 
Tokoh Adat setempat. 
2. Setelah mengkaji beberapa referensi hukum Islam, bahwa tradisi Massorong 
Wai sebagai symbol dari perwalian yang ada di Kecamatan Masalle Kabupaten 
Enrekang tidak menyimpang dari ajaran Agama Islam karena masih dilakukan atas 
dasar kesadaran adat yang penuh dengan makna yang tidak bertentangan dengan 
Agama Islam dan tidak adapula larangan dalam Alquraan dan Hadist yang 
menghalangi. Tidak seperti tradisi Manggantak yang pernah ada dan popular 
dikalangan masyarakat Masalle yang ternyata menyimpang dari syariat Islam namun 
hari ini tidak lagi dilakukan oleh masyarakat di daerah tersebut karena sudah faham 
bahwa bahwa tradisi tersebut tidak sejalan dengan hukum Islam, dan masih ada 
beberapa adat istiadat yang hari ini sudah ditinggalkan oleh masyarakat Masalle 
karena mereka sudah memahami betul mana kebiasaan yang diwariskan yang sejalan 
dengan syariat Islam ataukah yang justru menyimpang dari syariat Islam. 
B. Implikasi penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan 
masukan berupa saran kepada seluruh masyarakat terkhusus yang berada di 
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Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang dan masyarakat diluar daerah tersebut yang 
mungkin melakukan tradisi yang sama dalam hal perwalian adalah: 
1. Bagi Tokoh masyarakat/Agama setempat agar selalu mengingatkan kepada para 
wali nikah akan pentingnya posisi wali nikah di dalam pernikahan, baik melalui 
pengajian atau penyuluhan di Masjid atau melalui media lainnya. 
2. Bagi masyarakat pada umumnya (terutama yang memiliki hak atas perwalian), 
agar mau dan mampu menggunakan hak perwaliannya tersebut. Walaupun tidak 
ada batasan dan larang mewakilkan perwalian dalam prosesi akad nikah selama 
tidak menyimpang dari kaedah-kaedah hukum atau syariat Islam. 
3. Jika ketidak mampuan dan ketidakbisaan di dalam melakukan akad nikah 
dianggap menjadi alasan dalam melakukan tradisi Massorong Wai tersebut, 
maka selayaknyalah mereka banyak bertanya dan meminta bimbingan kepada 
para ahli yang menguasai tentang persoalan-persoalan tersebut. 
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